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Abstrak. Penelitian ini mencoba mengoptimalkan pemanfaatan data sistem lahan untuk mengidentifikasi daerah rawan bencana tanah longsor di 
Kabupaten Majalengka. Data kejadian longsor dan peta sistem lahan digunakan sebagai sumber data utama, dengan fokus melihat pola kejadian 
longsor pada setiap unit sistem lahan. Metode analisis tumpang susun antara peta sistem lahan dan data kejadian longsor dikombinasikan 
dengan analisis geomorfologi digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kerawanan longsor. Hasilnya menunjukkan bahwa wilayah dengan 
sistem lahan Tanggamus, Gamnokora, dan Talamau memiliki tingkat kerawanan paling tinggi, sementara wilayah dengan sistem lahan Maput, 
Cipancur, dan Bukit Balang memiliki tingkat kerawanan sedang. Kelas kemiringan lereng digunakan untuk mendetilkan kelas kerawanan longsor 
pada setiap unit sistem lahan. Hasil pemetaan kerawanan longsor divalidasi dengan peta rawan bencana dari BNPB, menunjukkan persentase 
kesamaan sebesar 63.51%. Meskipun memiliki akurasi rendah, peta hasil dari data sistem lahan memiliki pola identik pada kelas kerawanan 
tinggi dan tidak rawan dengan peta referensi. Ini menunjukkan bahwa data sistem lahan dapat digunakan sebagai alternatif dalam pemetaan 
kerawanan longsor terutama untuk daerah dengan cakupan wilayah yang luas atau pada skala lebih kecil.

Kata kunci: sistem lahan; kerawanan longsor; Kabupaten Majalengka 

Abstract. This research aims to optimize the utilization of land system data used to identify areas susceptible to landslide hazards in Majalengka 
Regency. Landslide occurrence data and land system maps are used as the main data sources, focusing on landslide occurrence patterns in each land 
system unit. An overlay analysis method between land system maps and landslide occurrence data combined with geomorphological analysis is used 
to classify the susceptibility levels to landslides. The results indicate that areas with Tanggamus, Gamnokora, and Talamau land systems have the 
highest susceptibility levels, while areas with Maput, Cipancur, and Bukit Balang land systems have moderate susceptibility levels. Slope classes are 
used to detail the susceptibility levels to landslides in each land system unit. The landslide susceptibility mapping results are validated with disaster-
prone maps from BNPB, showing a similarity percentage of 63.51%. Despite having low accuracy, the mapping results from land system data exhibit 
identical patterns in high susceptibility and non-susceptibility classes compared to the reference maps. This indicates that land system data can be used 
as an alternative in landslide susceptibility mapping, especially for areas with extensive coverage or on a smaller scale.
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Abstrak. Tingginya mobilitas penduduk dari kawasan pinggiran ke pusat kota menimbukan beberapa dampak negatif yakni kepadatan 
penduduk, kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan lain-lain Upaya penanggulangan mobilitas dapat dilakukan dengan perencanaan dan 

 agar 
penanganan yang diberikan menjadi tepat sasaran . Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik 
pengumpulan data observasi dan wawancara.. Analisis spasial untuk memetakan data dilakukan dengan bantuan analisis SIG menggunakan 
teknik overlay.  Hasil penelitian pada 7 titik pengamatan pada periodik waktu 06.00 – 18.00 menunjukan bahwa arus masuk ke Kota Bandung 
jauh lebih 13% besar dibanding arus keluar terutama pada hari kerja dengan total 35.896 kendaraan. Hal tersebut menunjukan bahwa ada 
ketergantungan wilayah pinggiran terhadap kota Bandung terutama yang berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. 
Dengan demikian pola penanggulangan mobilitas ialah membangun sarana dan prasarana sosial, ekonomi, dan pendidikan serta kesehatan 
pada wilayah pinggiran.  
  
Kata kunci: mobilitas penduduk; kendaraan; kawasan pinggiran; pemetaan; sig  
 
Abstract. The high mobility of the population from the suburbs to the city center causes several negative impacts, namely population density, 
traffic congestion, air pollution, etc. Efforts to overcome mobility can be carried out by planning and developing suburban areas. As a first 
step in planning, mapping the level and pattern of population mobility needs to be done so that the treatment provided is right on target. This 
research uses a quantitative descriptive approach with observation and interview data collection techniques. Spatial analysis to map the data 
is carried out with the help of GIS analysis using overlay techniques. The results of the study at 7 observation points at a periodic time of 06.00 
- 18.00 showed that the inflow to the city of Bandung was 13% larger than the outflow, especially on weekdays with a total of 35,896 
vehicles. This shows that there is a dependence of suburban areas on the city of Bandung, especially those related to work, education, and so 
on. Thus, the pattern of overcoming mobility is to build social, economic, educational and health facilities and infrastructure in the periphery. 
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PENDAHULUAN 
Mobilitas penduduk yang relative tinggi menjadi salah 

satu penyebab tingginya jumlah penduduk di Kota Bandung 
selain dari faktor pertumbuhan alami (Widiawaty dkk., 
2019). Mobilitas tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor diantaranya adalah perubahan iklim, lingkungan yang 
kurang mendukung, konflik dan kelangkaan pangan, 
ketimpangan sosial ekonomi serta globalisasi (Barbosa dkk., 
2018). Di Kota Bandung sendiri banyaknya penduduk 
komuter yang bekerja di wilayah Kota Bandung menjadi 
salah satu penyebab tingginya mobilitas (Somantri, 2013). 
Selain bekerja, aktivitas lain yang dilakukan penduduk ialah 
akses pendidikan, rekreasi, belanja, pelayanan umum dan 
akses layanan kesehatan di pusat Kota Bandung (Anisa, 
2012). Mobilitas penduduk akan semakin meningkat seiring 
berkembangnya suatu wilayah perkotaan dan interaksinya 
dengan wilayah pinggiran. Sebagaimana dalam kajian 
mobilitas di pinggiran Kota Yogyakarta, bahwa dengan 
adanya keberadaan pusat perkembangan baru kawasan 
industri Piyungan telah mendorong terjadinya mobilitas 
penduduk (Sadali, 2016). Pada kajian di wilayah periurban 
Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya, mobilitas 

penduduk didasari oleh alasan pekerjaan dan pendidikan 
karena pada Kota Tasikmalaya lengkap dengan sarana dan 
prasarana penunjang kehidupan (Singkawijaya, 2017). 
Begitu pula yang terjadi pada pinggiran Kota Denpasar 
mobilitas penduduk dari desa ke kota didasari karena faktor 
perkembangan pariwisata dan menjadi pusat kegiatan 
ekonomi, sehingga banyak penduduk yang memilih bekerja 
pada sektor jasa (Suamba dan Nurdiantoro, 2014). 

Mobilitas penduduk di Kota Bandung cenderung 
dilakukan oleh penduduk dari kawasan pinggiran. Pada 
umumnya kawasan pinggiran kota bukanlah sebuah 
kawasan yang mandiri dengan keterbatasan fasilitas serta 
tingkat kebutuhan penduduknya yang tinggi. Hal ini, 
membuat wilayah pinggiran Kota Bandung memiliki 
ketergantungan yang cukup besar terhadap kawasan 
lainnya, khususnya kawasan pusat kota yang memiliki 
kelengkapan fasilitas yang jauh lebih memadai. Faktor 
ketergantungan ini mendorong terjadinya mobilitas 
penduduk dari kawasan pinggiran ke daerah pusat kota 
dalam rangka menemukan dan memenuhi segala kebutuhan 
hidup (Barbosa dkk., 2018). Tingkat mobilitas penduduk di 
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umumnya kawasan pinggiran kota bukanlah sebuah 
kawasan yang mandiri dengan keterbatasan fasilitas serta 
tingkat kebutuhan penduduknya yang tinggi. Hal ini, 
membuat wilayah pinggiran Kota Bandung memiliki 
ketergantungan yang cukup besar terhadap kawasan 
lainnya, khususnya kawasan pusat kota yang memiliki 
kelengkapan fasilitas yang jauh lebih memadai. Faktor 
ketergantungan ini mendorong terjadinya mobilitas 
penduduk dari kawasan pinggiran ke daerah pusat kota 
dalam rangka menemukan dan memenuhi segala kebutuhan 
hidup (Barbosa dkk., 2018). Tingkat mobilitas penduduk di 
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NASKAH REVIEW
ARTIKEL PENELITIAN

PENDAHULUAN 
Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng 

tektonik besar: Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, yang 
menyebabkan kondisi geologi dan geomorfologi yang sangat 
kompleks. Kondisi ini membentuk topografi beragam, dengan 
pegunungan vulkanik aktif dan perbukitan curam yang 
tersebar luas di berbagai wilayah (Darman, 2000; Lemenkova, 
2020). Selain memberikan keuntungan berupa tanah subur 
dan sumber daya mineral, karakteristik ini juga memicu risiko 
bencana seperti gempa bumi dan tanah longsor, terutama di 
wilayah dengan curah hujan tinggi dan lereng curam (Younger, 
2019;Liao et al., 2010).

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 
menunjukkan bahwa tanah longsor merupakan salah satu 

bencana yang paling sering terjadi di Indonesia (BNPB, 2024). 
Pada Januari hingga April 2024 saja, tercatat 154 kejadian 
longsor. Kabupaten Majalengka, sebagai contoh, mencatat 
96 kejadian longsor pada 2020 dan 92 kejadian pada 2021. 
Wilayah ini termasuk rawan karena kombinasi curah hujan 
tinggi, morfologi pegunungan, dan aktivitas geologi yang 
aktif (Fathaya et al., 2021; Selaby et al., 2021). . Faktor seperti 
kemiringan lereng dan pergerakan tanah masif memperparah 
potensi longsor, yang berdampak pada kerugian ekonomi dan 
keselamatan warga (Rendra & Sukiyah, 2019).

Studi kerawanan longsor membutuhkan pendekatan 
yang komprehensif dengan mempertimbangkan faktor fisik 
dan lingkungan. Saat ini pendekatan pemetaan kerawanan 
longsor banyak mengedepankan pendekatan kuantitatif atau 
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semi-kuantitatif berbasis Analitical hierarchy Process (AHP) 
hingga memanfaatkan kecerdasan buatan (Younger, 2019; 
Fu et al., 2023).  Namun salah satu pendekatan lama dan 
masih digunaakan saat ini adalah analisis geomorfologi, yang 
memetakan pola fisik lahan dan mengidentifikasi tingkat 
rawan berdasarkan kondisi kelerengan, topografi, geologi, 
serta jenis tanah pada setiap unit – unit lahan (Bhardwaj & 
Singh, 2023; Dong et al., 2023). Meskipun bersifat kualitatif, 
metode ini mampu menggambarkan interaksi alamiah antara 
faktor-faktor pembentuk unit pemetaan sehingga kejadian 
longsor dapat dijelaskan penyebab dan kronologinya (Magliulo 
et al., 2008). Dengan tambahan validasi data lapangan, kualitas 
hasil pemetaan berdasarkan analisis geomorfologi dapat 
ditingkatkan secara signifikan (Fish et al., 2006).

Peta sistem lahan yang diproduksi oleh Badan Informasi 
Geospasial (BIG) dapat mendukung analisis geomorfologi 
secara lebih akurat dan efisien. Peta ini tersedia pada skala 
1:250.000 dan 1:50.000, serta mengandung informasi fisik 
komprehensif seperti bentuk lahan, pola drainase, dan 
ketinggian. Pada skala 50.000 peta sistem lahan dibentuk 
berdasarkan unit facet lahan dengan informasi pembentuk 
unit pemetaan yang kompleks dan mencakup segmen lereng, 
bagian deposisi, dan urutan lanskap (Wielemaker et al., 2001). 
Selain mudah diakses melalui Inalandsystem (inalandsystem.
big.go.id), peta sistem lahan menawarkan solusi praktis 
untuk mengurangi kompleksitas dalam pemetaan kerawanan 
bencana. Keberadaan banyak atribut fisik pada peta ini juga 
memungkinkan pengurangan penggunaan data tambahan, 
sehingga menghindari kesalahan perambatan dari tumpang-
tindih skala (Irawan et al., 2022).

Kendati demikian, pemanfaatan peta sistem lahan untuk 
mitigasi bencana masih terbatas. Banyak penelitian lebih 
berfokus pada penggunaan pendekatan kuantitatif dengan 
melibatkan banyak peta sebagai input analisis. Oleh karena itu, 
penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan 
peta sistem lahan dalam mengidentifikasi kerawanan tanah 
longsor di Kabupaten Majalengka, serta mengevaluasi potensi 
penerapannya sebagai alternatif peta kerawanan bencana di 

Indonesia. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
bagi kebijakan mitigasi bencana dan perencanaan ruang 
berbasis data yang lebih akurat dan efisien

METODE PENELITIAN 
Daerah Penelitian

Penelitian ini mengambil area studi di seluruh wilayah 
administratif Kabupaten Majalengka (Gambar 1). Pemilihan 
area kajian di dasarkan pada fakta Kabupaten Majalengka 
yang rawan bencana longsor (Fathaya et al., 2021; Selaby et al., 
2021; Muwahhid et al., 2024). Kondisi rawan longsor tersebut 
dikarenakan topografi Majalengka yang didominasi area 
dengan kemiringan lereng > 15 % dan curah hujan diatas 1000 
mm/tahun (Aini et al., 2019), selain itu keberadaan aktifitas 
tektonik dan vulkanis menjadi faktor utama terjadi longsor 
(Aini et al., 2019; Rendra & Sukiyah, 2019). 

Pengumpulan Data
Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan data 

sekunder yang diakses secara gratis. Peta sistem lahan dan 
data kejadian longsor (Tabel 1) digunakan untuk melakukan 
kajian kerawanan longsor di area kajian. Adapun untuk titik 
kejadian longsor terbatas pada 53 titik kejadian longsor (2000-
2021) yang didapatkan pada Data Bencana Indonesia (DIBI) 
BNPB, hal ini tentu menjadi keterbatasan penelitian ini karena 
jumlah titik longsor kurang ideal untuk digunakan untuk 
analisis. Data terakhir yang digunakan adalah peta rupabumi 
Indonesia (RBI), data tersebut digunakan sebagai peta dasar 
dalam menyusun peta hasil penelitian. Penelitian ini juga 
menggunakan peta bahaya BNPB yang digunakan untuk 
perbandingan dengan hasil analisis kerawanan longsor yang 
dihasilkan. Peta bahaya longsor BNPB dibuat menggunakan 
metode Analytic Hierarchy Process (AHP) yang melibatkan 
parameter geohidrologi, geologi, kemiringan lereng, dan 
penggunaan lahan dengan verifikasi lapangan (Peraturan 
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 
2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko 
Bencana, 2012).

Gambar 1. Daerah penelitian
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Kajian Rawan Longsor Berbasis Data Sistem Lahan
Peta sistem lahan merupakan peta yang mengkelaskan 

lahan didasarkan pada beberapa aspek fisik yang berupa 
bentuk lahan, ketinggian, relief, geologi dominan, pola 
drainase, frekuensi aliran sungai, profil rencana yang khas, 
posisi geomorfik, sisi dominan, sisi karakteristik, variasi 
karakteristik, dan zona tanah (Sitorus, 2018). Pada skala 1 : 
50.000 peta sistem lahan telah mengalami pendetilan hingga 
pada tingkat facet lahan, dimana menurut Beier & Brost 
(2010) pendetilan pendetilan tersebut didasarkan pada kelas 
ketinggian, kemiringan, insolasi, dan posisi topografi. Peta 
sistem lahan skala 1 : 50.000 merupakan pendetilan dari peta 
sistem lahan 250.000 yang disusun untuk kepentingan proyek 
Regional Physical Planning Program for Transmigration.

Kajian kerawanan longsor di Kabupaten Majalengka 
didasarkan pada analisis tumpang susun antara peta sistem 
lahan dengan data lokasi kejadian longsor. Setiap unit lahan 
pada peta sistem lahan akan menunjukkan tingkat frekuensi 
kejadian longsor. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan 
mempertimbangkan seberapa sering suatu kelas sistem lahan 
mengalami kejadian longsor. Berdasarkan frekuensi tersebut, 
pengelompokan kerawanan longsor akan dilakukan.

Hasil peta tingkat kerawanan longsor akan divalidasi 
secara relatif dengan membandingkannya terhadap data 
peta rawan bencana yang dikeluarkan oleh Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) dan direpresentasikan 
dalam tabel kontigensi (Tabel 2). Perbandingan ini dilakukan 
karena keterbatasan jumlah titik kejadian longsor yang 
digunakan untuk menguji hasil analisis dalam penelitian ini. 
Tujuan utama dari validasi ini adalah untuk membandingkan 
data kerawanan longsor yang dihasilkan dari peta sistem lahan 
dengan data resmi mengenai bahaya longsor yang dikeluarkan 
oleh BNPB. Melalui perbandingan ini, diharapkan dapat 

memberikan gambaran mengenai kemungkinan penggunaan 
data sistem lahan sebagai sandingan atau bahkan pengganti 
data resmi dalam pemetaan kerawanan bencana.

Nilai akurasi dihitung dengan menghitung akurasi total 
membandingkan area beririsan antara peta rawan banjir 
dengan peta referensi dengan area keseluruhan dari peta 
referensi (Radoux & Bogaert, 2017). Meskipun perbandingan 
dengan data lain tidak mencerminkan akurasi sebenarnya 
di lapangan, setidaknya akan memberikan informasi sejauh 
mana peta kerawanan longsor hasil dari peta sistem lahan 
dapat digunakan sebagai pengganti data kerawanan longsor 
yang sudah ada. Adapun informasi lebih lengkap mengenai 
tahapan dan alur penelitian dapat dilihat pada gambar 2.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem Lahan Majalengka

Wilayah Kabupaten Majalengka memiliki kelas sistem 
lahan yang cukup kompleks, yaitu meliputi 22 kelas sistem 
lahan (Gambar 1). Pada bagian utara, wilayah Majalengka 
didominasi oleh sistem lahan Cikadu (CKU) dan Kahayan 
(KHY). Sistem lahan CKU merupakan area bentang lahan 
dengan material abu vulkanik yang terendapkan akibat proses 
sedimentasi. Pada level facet lahan, sistem lahan Cikadu masih 
dapat dibagi lagi menjadi berombak dan bergelombang, di 
mana perbedaan mendasar antara kedua sistem lahan tersebut 
adalah pada reliefnya, dengan dataran berombak cenderung 
mendekati datar dan dataran bergelombang cenderung 
sedikit lebih bervariasi reliefnya. Keberadaan sistem lahan 
ini sesuai dengan penelitian oleh Van Bemmelen (1949) 
yang menunjukkan bahwa bentukan lahan vulkanik dapat 
menghasilkan topografi yang bervariasi tergantung pada 
proses sedimentasi dan erosi yang terjadi.

Tabel 1. Data Penelitian

No Data Sumber Akses
1 Peta Sistem Lahan skala 1 : 50.000 BIG inalandsystem.big.go.id
2 Peta RBI skala 1 : 25.000 BIG tanahair.indonesia.go.id
3 Data Kejadian Longsor tahun 2000 - 2021 BNPB dibi.bnpb.go.id
4 Peta Bahaya Longsor BNPB dibi.bnpb.go.id

Gambar 2. Diagram alir penelitian
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Keberadaan Sungai Cimanuk menyebabkan terbentuknya 
sistem lahan KHY di wilayah Kabupaten Majalengka. Sistem 
lahan KHY ini terbentuk akibat penyatuan beberapa anak 
sungai menjadi Sungai Cimanuk sebagai sungai utama, 
sehingga membentuk wilayah dataran. Sistem lahan ini hanya 
memiliki satu jenis facet lahan, yaitu dataran aluvial, karena 
material dataran terbentuk akibat proses sedimentasi sungai. 
Dataran aluvial dikenal sebagai bentukan lahan yang subur 
namun sangat rentan terhadap perubahan morfologi akibat 
aktivitas sungai (Gary Nichols, 2009).

Pada bagian hulu, sistem lahan di Kabupaten Majalengka 
cukup beragam (Gambar 3). Wilayah Gunung Api Cakra 
Buana dan Ciremai menghasilkan sistem lahan Tanggamus 
(TGM). Sistem lahan TGM merupakan bentuk lahan vulkanik 
dengan beberapa karakteristik berupa gunung api muda, 
memiliki kerucut strato, dan lava bertipe basal/intermediat. 
Wilayah TGM di Kabupaten Majalengka dibagi menjadi 
beberapa facet lahan: dasar kawah, lereng, lereng atas, lereng 
bawah, dan lereng kaki. Pembagian facet lahan ini didasarkan 

pada posisi dan urutan lanskap pada bentukan lahan gunung 
api. Dalam pemetaan kebencanaan gunung api, faktor seperti 
kemiringan lereng, posisi, dan urutan lanskap menjadi penting 
dalam menentukan tingkat kerawanan bencana (Hall et al., 
1999;Thierry et al., 2008 ;Augustine, 2015).

Selain TGM, wilayah selatan Kabupaten Majalengka 
didominasi oleh sistem lahan Gamnokora (GKA). Seperti 
TGM, bentukan lahan ini terbentuk dari gunung api strato 
dengan material lava intermediat, tetapi perbedaannya 
terletak pada umur material di GKA yang lebih tua karena 
telah mengalami proses sedimentasi lebih lama. Bentukan 
lahan GKA dan TGM masih termasuk dalam struktur gunung 
api Ciremai. Namun, yang khas dari GKA adalah adanya 
facet lahan escarpment (lereng terjal), di mana selain material 
vulkanik, facet lahan ini juga dipengaruhi oleh struktur 
patahan. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Pyle et al 
(1997)menyatakan bahwa struktur patahan pada gunung api 
tua sering kali membentuk escarpment yang mempengaruhi 
stabilitas lereng dan potensi longsor.

Tabel 2. Tabel Kontigensi

    Referensi (peta bahaya BNPB)  
    a b c d Total

Pe
ta

 R
aw

an A Aa Ab Ac Ad Aa+Ab+Ac+Ad
B Ba Bb Bc Bd Ba+Bb+Bc+Bd
C Ca Cb Cc Cd Ca+Cb+Cc+Cd
D Da Db Dc Dd Da+Db+Dc+Dd

  Total Aa+Ba+Ca+Da Ab+Bb+Cb+Db Ac+Bc+Cc+Dc Ad+Bd+Cd+Dd Total Keseluruhan

Sumber : Congalton (2001)

Gambar 3. Sistem lahan Kabupaten Majalengka
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Kajian Kerawanan Longsor Kabupaten Majalengka Berbasis 
Data Sistem lahan

Berdasarkan analisis tumpang susun peta sistem lahan 
dengan data kejadian longsor, terlihat bahwa sistem lahan 
Tanggamus (TGM), Gamnokora (GKK), dan Talamau (TLU) 
memiliki potensi kerawanan longsor tertinggi, dengan lebih 
dari enam kejadian selama periode 2010–2021 (lihat Gambar 
4). Pola ini didukung oleh data pada Tabel 3, di mana lereng 
dengan kemiringan 8-16% mencatat 32 kejadian, sementara 
lereng agak terjal (16-25%) mengalami 9 kejadian. Frekuensi 
longsor juga didominasi oleh batuan vulkanik dengan 40 
kejadian, dibandingkan batuan sedimen dengan 13 kejadian, 
menunjukkan bahwa aktivitas vulkanik menjadi faktor penting 
dalam ketidakstabilan lereng (Rendra & Sukiyah, 2019)

Curah hujan yang tinggi, berkisar antara 2000–3000 
mm per tahun, turut memperburuk kondisi lereng dan 
material yang rentan di Kabupaten Majalengka. Seperti yang 
disebutkan oleh Liao et al (2010), hujan lebat mempercepat 
kejadian longsor terutama pada lereng curam dan tanah yang 
tidak stabil. Kombinasi antara kondisi geomorfologi yang 
rawan, seperti lereng dengan kemiringan sedang hingga terjal, 
material vulkanik yang belum terkonsolidasi, dan curah hujan 
tinggi menjadi penyebab utama seringnya longsor di wilayah 
ini, terutama di sekitar Gunung Ciremai yang masih aktif 
(Rendra & Sukiyah, 2019; Fathaya et al., 2021; Selaby et al., 
2021; Muwahhid et al., 2024).

Di sisi lain, sistem lahan Maput (MPT), Cipancur (CPR), 
dan Bukit Balang (BBG) merupakan kelas sistem lahan 
dengan potensi longsor sedang, dengan frekuensi longsor 
berkisar antara 2 hingga 4 kali dalam kurun waktu 2010-

2021. Wilayah lainnya memiliki potensi longsor yang lebih 
rendah karena hanya terjadi kurang dari 1 kejadian longsor 
pada kurun waktu tersebut. Namun perlu diingat bahwa data 
kejadian longsor dalam penelitian ini memiliki keterbatasan 
pada data yang tercatat dalam data bencana BNPB, dan sangat 
memungkinkan terdapat area kejadian bencana longsor yang 
tidak tercatat. Seperti yang disampaikan oleh Guzzetti et al 
(1999) data longsor sering kali tidak lengkap dan memerlukan 
validasi lapangan untuk memperkuat temuan. Dalam konteks 
penelitian ini, validasi lapangan mendalam tidak dilakukan 
karena keterbatasan data primer. Selain itu, data kejadian 
longsor yang digunakan merupakan hasil pelaporan warga, 
sehingga cakupannya terbatas dan tidak memungkinkan untuk 
dilakukan analisis frekuensi tahunan secara lebih terperinci. 
Hal ini menjadi peluang untuk penelitian selanjutnya, di 
mana survei lapangan dan pengumpulan data primer dapat 
dilakukan guna meningkatkan akurasi dan komprehensivitas 
pemetaan bencana longsor.

Pada gambar 4 (a), menjelaskan unit pemetaan daerah 
rawan longsor dari hasil pendekatan sistem lahan menunjukkan 
kedetilan yang rendah. Hal tersebut dikarenakan kelas sistem 
lahan setara dengan skala 1 : 250.000 atau cocok digunakan 
untuk studi pada cakupan wilayah regional. Oleh karena itu 
pendetilan perlu dilakukan pada aspek spasial, pendetilan 
dilakukan pada level facet lahan sehingga secara spasial 
informasi setara dengan skala 1 : 50.000. Pendetilan level 
kerawanan longsor, juga dilakukan pada aspek pengkelasan 
dimana dari 3 kelas kerawanan menjadi 5 kelas. Adapun atribut 
kelas kemiringan lereng menjadi faktor yang digunakan untuk 
mendetilkan pada level facet lahan (Tabel 4).

Tabel 3. Frekuensi longsor (tahun 2000-2021) berdasarkan kelas lereng dan tipe batuan

Kelas Lereng Frekuensi Longsor
Datar(0-3%) 5
Landai(3-8%) 2
Miring (8-16%) 32
Agak Terjal (16-25%) 9
Terjal (25-55%) 5

Tipe Batuan Frekuensi Longsor
Sedimen 13
Volkanik 40

Sumber : Pengolahan (2024)
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Tabel 4. Teknik pengkelasan tingkat kerawanan longsor

Kelas Kerawanan Unit 
Sistem Lahan

Deskripsi
Kelas Kerawanan Unit 

Facet Lahan
Deskripsi

Tidak Rawan Kelas lereng : flat Tidak Rawan Kelas lereng : Flat (0-3%)

Rendah
Kelas sistem lahan : AHK, BTK, 
CRG, CKU, CLO, KNJ, PDH, SAR, 
SSN, TWH, TRN

Sangat Rendah Kelas Lereng : Gently Sloping (3-8%)

Rendah Kelas Lereng : Selain Sloping (3-8%)

Sedang
Kelas sistem lahan : BGR, CPM, 
MPT

Sedang -

Tinggi
Kelas sistem lahan : GKA, LPN, 
BMS, TLM, GKM

Tinggi Kelas Lereng : Selain Step (25-55%)

Sangat Tinggi Kelas Lereng : Step (25-55%)
Sumber : Analisis kerawanan longsor berbasis data sistem lahan Kabupaten Majalengka

Gambar 5. Peta kerawanan longsor berbasis data sistem lahan (a) berbasis unit sistem lahan skala 1 : 250.000 (b) berbasis unit 
facet lahan skala 1 : 50.000

Tabel 3. Uji validasi peta rawan bencana sislah dengan referensi peta bahaya BNPB

  Referensi (peta bahaya BNPB)  
  Tidak Rawan Rendah Sedang Tinggi Total

Pe
ta

 R
aw

an

Tidak 
Rawan 67705 62 63 59 67889

Rendah 7866 531 1136 2698 12231
Sedang 3662 764 2619 9842 16886
Tinggi 12373 2604 7410 13656 36044

 Total 91606 3962 11228 26255 133051

Catatan : angka dalam luasan hektar
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Hasil uji validasi menunjukkan bahwa peta rawan longsor 
secara relatif merepresentasikan 63,51% informasi dari peta 
bahaya yang dibuat BNPB (Tabel 3). Nilai akurasi total yang 
cenderung rendah disebabkan oleh perbedaan skala, kedetilan 
unit analisis, dan metode analisis yang digunakan. Namun, 
peta hasil dari data sistem lahan memiliki pola identik pada 
kelas kerawanan tinggi dan tidak rawan dengan peta referensi, 
menunjukkan bahwa data sistem lahan skala 1:50.000 dapat 
dimanfaatkan untuk mengidentifikasi daerah rawan bencana 
tanah longsor di Kabupaten Majalengka. Disarankan pada 
penelitian selanjutnya untuk mengkombinasikan data sistem 
lahan dengan data lain seperti kemiringan lereng hasil 
pengolahan digital elevation model guna meningkatkan akurasi, 
skala, dan unit pemetaan yang dihasilkan. Hal ini sejalan 
dengan penelitian oleh Pyle et al (1997) yang menekankan 
pentingnya skala dalam pemetaan risiko bencana alam, di 
mana skala yang lebih rinci dapat memberikan informasi yang 
lebih akurat.

Untuk meningkatkan akurasi spasial dan klasifikasi 
kerawanan, diperlukan pendetilan lebih lanjut pada level facet 
lahan. Studi oleh Bhardwaj & Singh (2023) menunjukkan bahwa 
validasi data lapangan sangat penting dalam meningkatkan 
kualitas pemetaan kerawanan longsor. Selain itu, penelitian 
ini mengusulkan penggunaan data sistem lahan yang lebih 
rinci, seperti pada skala 1:50.000, yang dapat memberikan 
hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan skala yang lebih 
umum. Validasi lebih lanjut dengan data lapangan dan sumber 
data lainnya direkomendasikan untuk meningkatkan akurasi 
pemetaan yang dihasilkan. Ini akan memastikan bahwa 
pemetaan kerawanan longsor tidak hanya bergantung pada 
data sekunder tetapi juga memperhitungkan kondisi lapangan 
yang aktual, sebagaimana disarankan oleh Guzzetti et al (1999) 
dalam konteks penggunaan remote sensing untuk deteksi dan 
penilaian risiko bencana alam.

KESIMPULAN
Hasil penelitian ini menunjukkan data sistem lahan skala 

1 : 50.000 dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi daerah 
rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Majalengka. 
Dengan menggunakan pendekatan analisis tumpang susun 
antara peta sistem lahan dan data kejadian longsor, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa wilayah dengan sistem lahan 

TGM, GKK, dan TLM memiliki tingkat kerawanan paling 
tinggi, sementara wilayah dengan sistem lahan MPT, CPR, 
dan BBG memiliki tingkat kerawanan sedang. Informasi 
morfologi dengan kelas kemiringan lereng dapat dimanfaatkan 
untuk mendetilkan kelas kerawanan longsor menjadi 5 kelas 
kerawanan. Hasil uji validitas menunjukkan peta kerawanan 
longsor dengan peta kerawanan longsor BNPB menunjukkan 
nilai akurasi total 63,51%. Meskipun nilai akurasi total 
cenderung rendah namun peta hasil dari data sistem lahan 
memiliki pola identik pada kelas kerawanan tinggi dan tidak 
rawan dengan peta referensi.

Untuk pengembangan penelitian lebih lanjut terdapat 
beberapa hal yang penulis sarankan untuk pengembangan 
pemanfaatan peta sistem lahan kedepan. Pertama, validasi 
lebih lanjut terhadap peta kerawanan longsor yang dihasilkan 
dengan menggunakan data lapangan dan sumber data lainnya 
untuk meningkatkan akurasi pemetaan yang dihasilkan. 
Kedua, mengkombinasikan data sistem lahan dengan data lain 
sehingga mendapatkan peta kerawanan longsor. Dengan saran 
dari penulis tersebut, diharapkan penelitian selanjutnya dapat 
memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pemahaman 
dan mitigasi risiko bencana tanah longsor di Kabupaten 
Majalengka dan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia berbasis 
data sistem lahan.

UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada BIG atas 

tersedianya data sistem lahan sebagai sumber data utama 
dalam penelitian ini. Selain itu, BIG juga merupakan sumber 
beasiswa untuk pendidikan magister pada penulis pertama, 
yang membiayai segala proses kegiatan akademis sehingga 
penelitian ini dapat terlaksana.

KONTRIBUSI PENULIS
Penulis pertama bertanggung jawab atas desain dan 

penulisan seluruh hasil penelitian, termasuk pengembangan 
isi penelitian yang mencakup analisis data, interpretasi, dan 
pembuatan manuskrip publikasi; Penulis kedua melakukan 
analisis data, interpretasi, dan pembuatan manuskrip 
publikasi; Penulis ketiga memberikan supervisi baik dari 
segi redaksional maupun substansi serta bertanggung jawab 
terhadap keseluruhan keseluruhan hasil penelitian; Penulis 

Gambar 6 Peta bahaya longsor dari BNPB, (b) Peta rawan longsor dari data sistem lahan
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kerawanan, dan menyempurnakan kejelasan serta kesesuaian 
tulisan.
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